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ABSTRAK 

 

Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, selain 

penerapan sistem Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah juga melakukan 

pengendalian terhadap berdirinya perguruan-perguruan tinggi di Indonesia 

khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pengendalian tersebut bertujuan untuk 

menjaga mutu dan kualitas perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian 

dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan 

hukum yang terjadi, yaitu PTS ilegal atau tanpa izin. Sumber hukum penulisan ini 

berasal dari peraturan perundang-undangan, riset kepustakaan terhadap buku-buku, 

jurnal yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perizinan, portal 

resmi kementerian, serta portal-portal berita terkait isu yang dibahas dalam 

penelitian.  

Karya tulis ini membahas perizinan dalam pendirian PTS dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perizinan juga sebagai instrumen pengendalian 

Pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan PTS. Perizinan juga 

bertujuan sebagai suatu perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari PTS 

ilegal atau tanpa izin sehingga dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di Indonesia. PTS yang berdiri tanpa izin dari Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dapat dikenai sanksi 

administratif berupa pembubaran PTS. Sanksi tersebut tentunya dapat merugikan 

peserta didik yang mengenyyam pendidikan tinggi di sana dan dosen yang bekerja 

di sana sehingga atas keputusan Kemenristekdikti tersebut dapat dilakukan gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
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ABSTRACT 

 In order to fulfilling the right to education and teaching, in addition to 

implementing the 12-year compulsory education system, the Government also 

controls the establishment of Indonesian tertiary institutions, especially private 

universities (PTS). The control aims to maintain the quality and quality of higher 

education. This research is a legal dogmatics research. The approach method used 

is the statutory approach and conceptual approach to study the legal problems that 

occur, namely PTS illegal or without permission. The legal source of this writing 

comes from laws and regulations, library research on books, journals related to 

administrative law and licensing law, official portal of the ministry, as well as news 

portals related to issues discussed in the study. 

 This paper discusses licensing in establishing PTS in the administration 

of higher education. Licensing is also an instrument of government control in 

controlling and supervising PTS. Licensing is also intended as a protection for the 

public to avoid illegal or unlicensed PTS so that it can guarantee the continuity of 

higher education in Indonesia. PTS which is established without permission from 

the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) 

may be subjected to administrative sanctions in the form of PTS dissolution. These 

sanctions can certainly harm students who enjoy higher education there and 

lecturers who work there so that based on the decision of the Ministry of Research 

and Technology, a lawsuit can be taken to the State Administrative Court (PTUN). 
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